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ABSTRAK

MUSALAM LAITUPA, NIM:H11.16. .340, “ANALISIS HUKUM TERHADAP
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH)”, di bimbing oleh, Ibu Sri Rahayu
Pade,SH.,MH dan Bapak Aliyas,SH.,MH

Penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis dengan teknik
pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan. Selanjutnya data yang
diperoleh diandisis dengan teknik kualitatif kemudian disgjikan secara deskriptif
yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan
yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Faktor-faktor pembatalan hak
atas tanah yang tergolong karena cacat administrasi yaitu kesalahan prosedur,
kesal ahan penerapan peraturan perundangundangan, kesalahan subyek hak, kesalahan
objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih
hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang
bersifat hukum administrative dan yang tergolong karena putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap yaitu karena adanya faktor sengketa yang kemudian
ada permohonan dari pemohon untuk membawa perkara atas tanah tersebut ke
pengadilan. 2. Proses, mekasnisme, dan tata cara pembatalan hak atas tanah karena
cacat administrasi dapat dilakukan dengan permohonan maupun tanpa adanya
permohonan sedangkan untuk tata cara pembatalan hak atas tanah karena putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat terlaksana dengan adanya
pemohon yang mengajukan ke pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : Perlu adanya
suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan
kebijakan pengambilan putusan mengenai pembatalan hak atas tanah oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/K otamadya dan Perlu diadakannya penyuluhan kepada
masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan akan prosedur pelayanan pertanahan
khususnya tata cara pembatalan

Katakunci : Hak Atas Tanah, Pembatal an



ABSTRACT

MUSALAM LAITUPA, NIM: HILI6 340, "LEGAL ANALYSIS OF
CANCELLATION OF LAND RIGHTS)", guided by, Mrs. Sri Rahayu Pade.
SEL, MH and Mr, Aliyas, SH., MW
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam pandangan G.Kartasapoetral manusia merupakan makhluk yang tidak
akan mungkin dapat dipisahkan dengan tanah. tanah menjadi tempat maunsi untuk
mencari bahan pangan dengan cara mengelola tanah. oleh karena itu begitu
pentingnyya tanah untuk kehidupan semsta alam sehingga tak jarang tanah menjadi
pertikaian antar masyarakat,bahkan antara negara yang satu dengan negara yang
lainnya. karen tanah mengandung sumber-sumber kekayaan alam didalamnya.

Kata tanah dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam berbagai makna,
oleh karenanya dalam pemakaiaan kata tanah perlu di beri batasan agar di ketahuai
terhadap apa kata itu digunakan.

Budi Harsono memebrikan pengertiannya tenang tanah berdasarkan bunyi
Pasa 4 UU No.5 Tahun 1960 tntang Perturan Dasaar Pokok-Pokok Agraria,
M enyebutkan:?

“Daam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai

suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi olen UUPA

sebagaimana dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa hak menguasai dari

Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi

yang disebut tanah,yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

! G.Kartasapoetra,1991,Hukum Tanah,Jakarta:PT Rineka Cipta, him.1
2 Boedi harson,2008,Hukum Agraria | ndonesi a,Jakarta:djambatan,him.18



orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan oranglain

serta badan hukum”.

Dalam kacamata yuridis atau hukum tanah distilahkan Pemukaan bumi, dalam
kehidupan manusia tanah merupakan kebutuhan primer dan memiliki nilai ekonomis
yang tinggi bahkan pasaran harga jual tanah dari tahun ke tahun mrngalami kenaikan
yang siginifkan, apalagi pertambahan jumlah pendudukan sehingga kebutuhan tnah
juga semakin dibutuhkan.

Ketentuan dalam Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah
harus bisa berfungs sebagai referensi dan sebagai satu jalan keluar untuk masalah
seperti perselishan hak atas tanah, dimana negara memberikan kepastian dan
perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dan hak-
hak lain dalam administrasi pertanahan. Untuk itu, ketika terjadi perselisihan tentang
hak atas tanah harus dapat selesaikan secara efektif dengan. Dalam pendaftaran
tanah, Ada 5 (lima) prinsip pendaftaran tanah yang harus benar-benar
diimplementasikan, salah satunya adalah prinsip aman yang mengandung arti hati -
hati, teliti dan cermat. sehingga tidak ada kekeliruan data agar dapat memberikan
kepastian.

Jadi Jual beli tanah harus dilakukan dihadapan (PPAT) hal ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah ,dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebaga pemegang hak yang bersangkutan, juga untuk

terselenggaranyatertib administrasi pertanahan.



Rumusan tentang PembatalanmHak Atas Tanah terdapat di dalam Pasal 1
angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 yaitu pembatalan keputusan mengenai
pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum
daam penerbitannya ataumelaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatanhukum tetap Dalam Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1996,
pengertian pambatalan hak atas tanah yaitu pembatal an keputusan pemberian hak atas
tanah atau sertifikat hak atas tanah karena putusan tersebut mengandung cacat hukum
administrasi dalam penerbitannya dan atau untuk melaksanakan putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Didalam prakteknya yang sekarang ini, sering terjadi sengketa mengenal
tanah. Persengketaan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang
melatarbelakanginya, diantaranya karena adanya sertifikat yang cacat
administrasi/cacat hukum. Dengan kondisi yang demikian menjadikan kekuatan
hukum sertifikat menjadi diragukan.

Pembatalan Hak Atas Tanah yang disebabkan karena cacat hukum/cacat
administrasi dan atau dikarenakan putusan pengadilan akan menimbulkan potensi
adanya sengketa hak milik atas tanah. Sengketa yang ditimbulkan karena alas hukum
yang dijadikan dasar perolehan suatu hak pemilikan atas tanah, kemudian diterbitkan
sertifikat ,hak atas tanah didalamnya mengandung cacat yang bersifat subyektif, oleh
karena itu sewaktu-waktu peristiwva yang melahirkan hak tersebut bisa digugat

keabsahannya. semisal hal itu dapat dibuktikan bahwa gugatan keabsahan sebuah



perbuatan hukum tersebut benar, maka Hakim memutuskan dan menyatakan batalnya
hubungan hukum yang telah terjadi. Yang selanjutnya putusan tersebut dapat jadi
dasar pengajuan permemohon pembatalan surat pemberian hak atas tanah atau
sertifikat hak atas tanah.

Maka merujuk pada permasalah diatas sehingga membuat peneliti tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian yang berjudul: Analiss Hukum Terhadap
Pembatalan Hak Atas Tanah
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang
akan digjukan oleh calon peneliti adalah:
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Batalnya Hak Atas Tanah?
2. TataCaradan Mekanisme Dalam Proses Pembatalan Hak Atas Tanah?
1.3. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Y ang Menyebabkan Batalnya Hak Atas
Tanah
2. Untuk mengetahui Tata Cara dan Mekanisme Dalam Proses Pembatalan
Hak Atas Tanah
1.4. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secra teoritis penelitian ini kedepanya memiliki manfaat bagi semua

kalangan baik dalam bidang imu hukum perdata maupun para penegak



hukum serta akademisi dan mejadi acuan penelitian selanjutnya bagi
penelitian yang menagkat tentang pembatalan hak atas tanah

2. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi semua
kalangan pemerintah daerah maupun semua kalangan notaris, advokat

serta hakim dalam menentukan pembatalan hak atas tanah



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum Akibat Hukum

Berbicara mengenai akibat hukum tentunya kita akan diperhadaptkan
dengan sebuah makna sebab akibat menurut Yahya Harahap® memberikan
defenisi mengenai akibat hukum bahwa “Akibat dalam bahasa Indonesia adalah
efek yang di timbulkan di masa depan atau dampak yang di rasakan ketika
melakukan sesuatu. Implikasi hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan
hukum misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan
kewajiban kepada kedua belah pihak”Jadi tidak tepat kalau dianggap bahwa
akibat hukum hanya akibat suatu tindakan, karena perbuatan peristiwa hukum
pun yang tidak termasuk tindakan hukum dapat juga diberikan akibat-akibat
hukum.

Akibat hukum sebagaimana yang diungkapakn oleh M. Y ahya Harahap

bahwa

3M. Y ahya Harahap. 2007. Hukum Perjanjian di Indonesia, Djambatan, Jakarta him 28



“Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu
kaidah hukum tertentu. Contoh : mencapai usia 21 tahun melahirkan
keadaan hukum baru, dari tidak cakap bertindak menjadi cakap untuk
bertindak”

“Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau berakhir suatu
hubungan hukum tertentu. Contoh : sgak pembeli barang telah
membayar lunas”

“harga barang dan penjual telah menyerahkan tuntas barangnya,
lenyaplah hubungan hukum jual beli antara keduanya tadi”

Apabila diperhatikan uraian di atas maka akibat hukum itu dapat
dimengerti dengan adanya akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum itu.
Daam hal ini terjadinya pengingkaran jual beli akan menimbulkan akibat
hukum terutama pada pihak pembeli, serta objek yang dibelinya dengan kata
lain hal yang dibeli adalah yang tidak memiliki kepastian hukum untuk pemilik
selanjutnya

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tanah
2.2.1. Pengertian Tanah

Tanah merupakan lapisan bumi yang terluar dan memilik struktur yang

dapat didiami dan memberikan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup, menurut

effendi perangin* “Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak

4 Effendi Perangin. 1994. Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telash Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum.Jakarta: Raja Grafindo. HIm 17



atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang
terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar” menurut affendi
bahwa tanah dari sisi yuridis merupakan bagian bumi yang memilki aukuran
sehingga dapat dipertanggung jawabkan mengenai kepemilkianya

Apabila kita melihat dasar dari aturan hukum yang mengatur mengenai
tanah yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Ketentuan Pokok Agraria mengena ketentuan-ketentuan pokok yang diatur
dalam hukum tanah, ha ini tentunya memberikan petunjuk bahwa begitu
pentingnya tanah dalam pengaturanya untuk menghindari hak kepemilikan
tumpang tindih dan mengatur dalam bentuk tata hukum tanah guna tercapainya
administraso tanah dengan baik

Sedangkan pada pengertian mengenai hukum agraria Dalam pemaknaan
hukum agraria diambil dari beberapa kata mengenai agrararia, dalam bahasa
latin kata agraria dimaknai dengan kata Agger (Latin Yunani ) yang berarti
perladangan tanah atau sebidang tanah, ada juga yang memaknai sebagal
Agrarius ( latin ) yang artinya “perladangan, persawahan, pertanian”.
Sedangkan dalam pemaknaan bahasa inggris agrarian (inggris) yang berarti
tanah untuk pertanian,’kalau kita mengacu pada pengertian dalam bahasa

indonesia yaitu agraria berarti urusan tanah,pertanian dan perkebunan.

SSupriadi,Hukum Agraria,Edisi Cet Ke-4 Sinar Grafika,2010,HIm 1



Dalam pengertian agraria diatas dapat dipahami bahwa agraria memang
sangat populer diberbagai negara, dan hampir dasar kata semua mengenai
agrariamemiliki kemiripan Agger,Agrarius,Agrarian,Dan Agraria.

Pengertian hukum agraria tidak hanya ditapsirkan melalui terminologi
secara sederhana dari tiap-tiap kata namun pengertian agraria juga di jelaskan
dalam undang-undang dasar 1945 dan undang-undang pokok agraria

Berikut bunyi pasal 33 ayat (3) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat™

Melihat makna dari bunyi pasal 33 ayat (3) disini pemerintah dituntut
untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua unsur
pemilik tanah secara menyeluruh. Serta isi pasal diatas juga memberikan
gambaran bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya alam
termasuk air,tanah,udara,dan laut yang berhubungan dengan kekayaan alam
lainya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur,
dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap
lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau
mensg ahterakan rakyat Indonesia sebagaimana mestinya.

Sgauh ini pemerintah berusaha untuk memberikan wadah untuk
mengatur semua aspek mengenai kekayaan bumi di wilayah NEGARA

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, yaitu “mendirikan lembaga-lembaga



pelaksanan pengolahan sumber daya alam dan lembag-lembaga pengawasan
pengelolaan baik sumber daya aam maupun hasil dari sumber daya aam itu

sendiri.

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang memiliki dua pengertian yaitu:
1. Pengertian agraria secara luas diartikan pada pasal 1 ayat (2) UUPA
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
Seluruh Bumi dalam artian tubuh bumi,dan semua yang terkandung
dalam bumi bak diatas bumi maupun didalam bumi pasal 1 ayat (4)
UUPA,;
Air dalam artian keseluruhan perairan yang ada dinegara, baik danau,
sungai dan lautan.pasal 1 ayat (5) UUPA;
Ruang angkasa dalam artian semua yang berada diatas bumi baik
daratan maupun perairan pasal 1 ayat (6) UUPA;
2. Pengertian agraria secara sempit menurut UUPA, yaitu tertuan dalam pasal 4

ayat (1) UUPA yaitu tanah;®

6 H.Ali Achmad Chomzah 2004 (Hukum Agraria) Pertanahan Di Indonesia Jilid 1, Jakarta;Prestas
Pustaka, HIm 3



Di dalam Pasal 4 UUPA, juga tidak dirumuskan dengan jelas Pengertian
tanah, namun di dalam Pasal 4 ini merumuskan bahwa;
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama‘ sama dengan orang-orang
lain serta badan-badan hukum;
Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasa ini memben
Wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, Sekadar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang~undang ini
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;
Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal

ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa”’

2.2.2. Fungs Tanah
Didalam undang-undang pokok agraria tanah sebenarnya memiliki fungsi
sebagaimana yang disebutkan pada “pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria

sebagai berikut;®

7.Arba, Op.Cit HIm 4
8 http://civicsedu.blogspot.co.id/2012/06/asas-fungsi -sosi al -hak-atas-tanah-hukum. html di ak ses pada
tanggal 23 November 2019 pukul 18.35 wib



Pasal 6

1. Mengutamakan sesuatu hal-hal yang penting mengenai hak-hak atas
tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersaam atau
kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip hukum tanah
nasional Dalam konsep hukum tanah nasional memiliki sifat
komunilistik religious, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa,
adalah bumi, air, dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan nasiondl;

2. Tanah yang di haki seseorang tidak hanya mempunyai fungs bagi yang
mempunyai hak itu sgja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya
Sebagai  konsekuensinya dalam  mempergunkan tanah  yang
bersangkutan tidak hanya kepentingan individu sgja yang dijdikan
pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan pribadi
dan kepentingan masyarakat;

3. Fungs sosia bak hak-hak atas tanah mewagjibkan pada yang
mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai
dengan keadaan artinya keadaan tanah, sifat dan tujuan pemberian
haknya Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat dipelihara dengan
baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga

kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas



tanah sgja tetapi juga masyarakat lainnya Oleh karena itu kewajiban
memelihara tanah itu tidak sgja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang,
badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum
dengan tanah”
2.2.3. JenisHak Milik Tanah
1. Hak milik
Mengenai pengertian hak milik telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1)
Undang-undang Pokok Agraria
“Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dipunyai orang atas
tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”

Pengertian hak milik juga didifenisikan oleh Bodi harsono bahwa
hak milik adalah hak yang dikuasas baik secara turun temurun dan
memiliki sifata terkuata dan terpenuhi sebagaimana manfaat dan
kegunaanya untuk orang selama dalam penguasaanya yang memilki
batas waktu yang tak terhingga selama tidak ada yang melarang secara
Khsus

Hak milikpun juga dapat hapus karena adanya beberapa keadaan
yang mengharuskan untuk hapus, sebagaimana yang ditegaskan dalam
“pasal 27 UUPA bahwa;

a) Tanahnya Jatuh kepada negara;



1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 guna
kepentingan umum;
2. Penyerahan dengan sukarela;
3. Karenaditerlantarkan;
4. Karenaketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);
b) Tanahnya musnah”
2. Hak Guna Usaha
Pengertian mengenai hak guna usaha telah disebutkan dalam pasal 28
ayat 1 UUPA bahwa:
“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagai mana tersebut dalam
pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”
3. Hak Guna Bangunan
Mengenai hak guna bangunan juga ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1
UUPA bahwa:
“Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”
4. Hak Pakai
Sedangkan mengenai ketentuan tanah yang kondisinya adalah hak pakai
telah diatur dalam pasal 41 ayat 1 UUPA bahwa:
“suatu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang

dikuasai lansung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi



wewenang dan kewagjiban yang ditentukan di dalam keputusan perjanjian

dengan pemilik tanahnya”

5. Beralih Dan Hapunya Hak Atas Tanah

Secara umum ststus tanah dapat beralih dan hapus apabila mendapatkan

keadaan dimana tanah tersebut dapat dikategorikan kedalam keadaan “bahwa;

Perdihan;

a)
b)
c)
d)

€)

Akibat Terjadinya Jual Beli;
Akibat Terjadinya Hibah;

Akibat Terjadinya Pewarisan;
Akibat Terjadinya Tukar Menukar;

Dan Akibat Dari Peyertaan Modal;

Hapunya hak;

a)

b)

d)

f)

¢))

Waktu yang ditentukan sudah berakhir;

Adanya syarat yang tidak tepenuhi mengakibatkan terjadinya
pembatal an;

Sebelum waktu berakhir secara suka rela pemilik tanah tersebut
mel epaskanya;

Untuk kepentingan umum;

Penelantaran;

Tanahnya musnah;

Pemilik tanah pindah kewarganegaraan”



2.1.4. Dasar Hukum Tentang Tanah
Berikut bebrapa aturan hukum yang mengatur mengenai tanah
sebagimana yang telah disusun :
Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok
Agraria
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah
2.3. Tinjauan Umum Jual Beli Tanah
2.3.1. Pengertian Jual Beli Tanah
Pengertian jual beli sebagaimana yang dinuapkna Salihendo Jhondalam
hukum perdata bahwa jual beli adalah sebuah perilaku dalam menukar sebidang
tanah dengan uang untuk medapatkan keuntugan masing-masing kedua belah
pihak jual beli dalah hukum tanah selalu diindentikka bahwa kegiatan menukar
atau mengalihkan sebidang tanah untuk kepentingan umum maupun untuk

kepentingan perorangan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku®

9Salihendo Jhon, 1994, Manusi, Tanah Hak, Hukum,Sinar Grafika, Jakarta him 13



Sebenarnya pengertian jual beli mengena tanah telah diatur dalam
ketentuan hukum perdata sebagai mana yang ditegaskan bahwa:
Pasal 145 KUHPerdata®®
“jual beli tanah adalah sesuatuperjanjian dengan mana penjual
mengikatkan dirinya (artinya berjanji)untuk menyerahkan hak atas
tanah yang bersangkutan kepada pembelidan pembeli mengikatkan
dirinya untuk membayar kepada penjual hargayang telah disetujui”
Sedangkan apabia kita mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai
sayart sahnya suatu perjanjian dan dihubungkan dengan kegiatan jual beli maka
akan ditentukan rumusan bahwa:*
1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan
kegiatan jual beli
2. Kedua belah pihak dianggap cakap untuk melakukan perjanjian
jud beli
3. Adanyasuatu hal tertentu yang diperjual belikan
4. Yang diperjua belikan adalah hal yang hala
2.4. Tinjauan Umum Perjanjian
2.4.1.Pengertian Perjanjian
Dalam hukum perdata mengenai hukum perjanjian telah ditegaskanan

bahwa setiap kegiatan jua beli, tukar guling serta hibah dan wakaf semuanya

19K UHPerdata Pasal 145
11 KUHPerdata pasal 1320



diawali dengan perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad®? bahwa perjanjian
adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanjikepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakan suatu hal. Dari
peristiwa ini timbulah suatuhubungan antara dua orang tersebut yang
dinamakan perikatan.Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua
orang yangmembuatnya Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suaturangkaian
perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis”

Juga pengertian perjanjian telah disebutkan dalam hukum perdata
sebagaimana yang ditegaskan bahwa:

Pasal 1313 KUH Perdatat®

“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satuorang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataulebih”

Dalam hukum perdata pasal 1313 telah memberikan gambaran mengenai
pengertian perjanjian dan perlu digaris bawahi mengenai kata “Persetujuan
Dan Mengikatan” artinya sebuah persetujuan yang dibuat dalam bentuk ikatan
antara orang perorang maupun antara orang dan suatu bentuk organisasi.

Y ahya Harahap“menegaskan bahwa “Perjanjian adalah Suatu hubungan
hukum dalam lapangan harta kekayaan atau hartabenda antara dua orang atau

lebih yang memberikan kenikmatanhak pada satu pihak untuk memperoleh

12 Abdul Kadir Muhammad, 2009. Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung him 34

13 KUHPErdata Pasal 1313
14M. Y ahya Harahap. 2007. Hukum Perjanjian di Indonesia, Djambatan, Jakarta him 56



prestasi dan sekaligusmewagjibkan pada pihak lain untuk menunaikan suatu
prestasi”
2.4.2. Unsur-Unsur Perjanjian
Unsur perjanjian telah disebutkan ada tiga (3) dalam bukunya Abdul
Kadir Muhammad bahwa unsur yang dimaksud :*°
» Unsur Esensialia
“Adalah unsur perjanjian yang seldu harus ada di dalam
suatuperjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur
tersebut,perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian
yang riil,syarat penyerahan objek perjanjian merupakan
essensialia,sama seperti bentuk tertentu merupakan essensialia
dariperjanjian formal”
» Unsur Naturalia
“Adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi
oleh parapihak dapat disingkirkan atau diganti Di sini unsur tersebut
oleh undang-undangdiatur dengan hukum yang
mengatur/menambah(regel end/aanvullend recht). Misanya
kewgjiban penjua untuk menanggungbiaya penyerahan (Pasal
1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491)dapat disimpangi
atas kesepakatan kedua belah pihak”

» Unsur Accidentalia

15 Op.Cit Abdul Kadir Muhammad him 99



“Adalah unsur perjanjian yang ditambahkan olehpara pihak,
Undang-undang sendiri tidak mengaturtentang hal tersebut. Di
dalam suatu perjanjianjual-beli, benda-benda pelengkap tertentu
bisa dikecualikan”
2.4.3. Asas Asas Dalam Perjanjian
Ada beberpa asas yang tekandung dalam hukum perjanjian hal ini dapat
kita lihata bahwa asas yang pertama yaitu :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Y ang artinya semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk
mel akukan perjanjian dalam bentuk apapun dan perjanjian apapun
selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sahberlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
2. Asaskonsensuaisme
yang diperjanjiakanya sehingga terwujudnya perjanjian yang baik
3. Asasitikad baik
Artinya setigp orang yang melakukan perbuatan hukum dalam
bentuk perjanjian harus dibarengi atau diawali dengan itikad baik
karena yang mejadi tolak ukur dalam perjanjian adalah sebuah

kejujuran agar tecapainya sebuah prestasi



4.

2.5. Notaris

Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini telah menegaskan bahwa sigpa sga yang membuat
perjanjian dan menurutnya dalah sebuah kesepakatan yang harus
dipatuhi dan dipahami dan sepakat mengikatakan diri maka
kesepakatan itu dianggap sebuah undang-undang yang harus
dipatuhi

Asas Berlakunya Perjanjan

Asas ini telah ditemukan didalam Pasal 1315 KUHPerdata yang
berbunyi : “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan
diri atasnama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu

perjanjiansuatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”

2.5.1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan orang yang telah diberikan mandat oleh undang-

undang untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat akta tanah

sebagaimana disebutkan dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2

Tahun 2014,

Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang —

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu



sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”
Berdasarkan fungsi dan tujuan notaris memilki fungsi sebagaimana yang
disebutkan didalam undang-undang jabatan notaris bahwa:
1. Notaris memiliki hak untuk membuata dan mengelaurkan akta
autentik selamatidak dikecualikan oleh undang-undang
2. Notaris hanya dapat membuat akta terhadap orang lain dan tidak
untuk dirinya
3. Notaris hanya dapat mengeluarkan akta sepanjang dimana notaris
itu berkedudukan
4. Seorang notaris dapat membuat akta dalam keadaan aktif atau

dengan kata lain tidak dalam keadaan cuiti



2.6. Kerangka Pikir

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

AnalisisHukum Terhadap Pembatalan Hak Atas Tanah

Faktor Penyebab pembatalan hak atas Faktor Penyebab pembatalan

tanah

1. Pembatalan Hak Atas Tanah
Karena Cacat Administras

2. Pembatalan Hak Atas Tanah

hak atas tanah

1. Tata Cara Pembatalan Hak
Atas Tanah Karena Cacat
Hukum Administrasi

Karena Putusan Pengadilan Y ang >

Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

!

Terwujudnya K epastian Hukum




2.7. Defenisi Operational

1.

Pembatalan adalah perilaku yang menghentikan atau mengakhiri apa yang
telah diperjanjikan

Akta adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh notaris dan memilki
kekuatan hukum yang sempurna

Ingkar Janji adalah perilaku yang dengan sengagja tidak mematuhi apa yang
telah diperjanjikan

Batal Demi Hukum adalah apa yang telah diperjanjikan telah dibatalkan
karenatidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Tidak Terpenuhinya Prestasi adalah suatu perilaku yang mengingkari apa
yang diperjanjikan

Terpenuhinya perjanjian adalah apa yang telah diperjanjikan telah sesuai
dengan aagpa yang diperjanjikan didalam akta

Sanksi perdata adalah saksi yang diberikan kepada yang ingkar janji berupa

denda atau ganti rugi



BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian Empiris jenis penelitian empiris merupakan suatu metode yang akan
mengkaji kegadian sosiad yang ada ditengah-tengah masyarakat dan
dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga dalam proses
pencarian fakta dilapangan akan sesuai dengan apa yang menjadi ide dan

gagasan yang terjadi, sedangkan apabila kita melihat pengertia penelitian



empiris sebagaimana yang diungkapkan Syahruddin Nawi'® bahwa Metode
“penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang
berfungs untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat™

3.2. Objek Pendlitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah kasus

pembatalan Hak atas Tanah sehingga sesuai dengan penelitian penulis
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokas pendlitian daam penelitian ini adalah dikabupaten Boalemo
yang mana terdapat banyak pembatalan terhadap hak kepemilikan atas tanah
sementara mengenal waktu penelitian yang ditentukan oleh penulis yaitu
selama (2) dua bulan yang dimulai setalah usulan penelitian ini disetujui.

3.4. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh objek maupun intrumen yang memiliki tujuan dan
manfaat untuk penelitian penulis sebagai bahan informasi dan sumber data

baik itu benda bergerak maupun bendatidak bergerak

16Syahruddin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normtif Versus Penelitin Hukum Empiris, Umitoha
Ukhuwah Grafika, Makassar



Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Notaris
dan dokumen-dokumen yang menjadi bahan penelitian penulis
2. Sampel
Sampel yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari populasi yang
dapat mewakili sebagian data atau informasi yang dihimpun dari lokas
penelitian, berikut sampel dalam penelitian ini adalah:

1. hakim 2 orang

2. pengggugat 2 orang

3. tergugat 2 orang

3.5. Jenis Dan Sumber Data

a. Data primer yaitu berupa wawancara dengan hakim pada pengadilan negeri
tilamuta serta para pihak yang terlibat dalam pembatalan hak atas kepemilika
tanah.

b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil
dari dokumen-dokumen dari bahan hukum serta literatur-literatur buku, serta
kamus hukum yang dapat memberikan sumber dan informasi akurat dalam
penelitian ini

3.6. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik dokumentasi
Y aitu teknik yang dilakukan dengan cara megumpulkan semua data baik foto
maupun dokumen yang diangap cocok dengan penelitian ini sehingga

dilakukan proses seleks data dan informasi yang tepat



2. Teknik wawancara
Yaitu teknik dengan cara turun langsung kelapangan mewawancarai
narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini guna mencapal

informasi yang akurat

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
interpretasi secara deskriktif maksudnya semua data dan informasi akan diolah
dan diterpretasikan dengan bentuk kalimat dan kata-kata dalam penjabaran

peristiwa yang terjadi serta perilaku hukum yang terjadi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Batalnya Hak Atas Tanah

dalam Pasal 106 dan 124 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa
Pel aksanaan pembatalan hak atas tanah dilaksanakan baik karena adanya permohonan
Pembatalan HAT maupun tanpa adanya permohonan pembatal an terlebih dahulu
4.1.1 Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi

Di dalam Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 menguraikan hal-hal
yang dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi yaitu bilamana dalam kegiatan
produk pelayanan BPN diatas terdapat :

1) kesalahan prosedur,



2) kesalahan penerapan peraturan perundangundangan,

3) kesalahan subyek hak,

4) kesalahan objek hak,

5) kesalahan jenis hak,

6) kesalahan perhitungan luas,

7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah,

8) datayuridisatau datafisik tidak benar, atau

9) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif

Pembatalan hak atas tanah di atas merupakan pembatalan hak tanah karena

cacat administrasi yaitu kesalahan-kesalahan pada lingkup Kantor Pertanahan
Nasonal, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 107 PMNA/KBPN No. 9
Tahun 1999. Kesalahan tersebut tidak selamanya sepenuhnya kesalahan yang dibuat
oleh pihak Kantor Pertanahan.Kesalahan yang sering timbul disebabkan oleh
beberapa hal diluar kegiatan pada Kantor Pertanahan, misalnya ada seseorang yang
mengajukan permohonan hak atas tanah tetapi yang bukan tanahnya sendiri
melainkan tanahnya orang lain ironisnya dari pihak perangkat desa menyetujui tanah
tersebut untuk digukan dengan diperkuat oleh para saksi yang mengesahkan tanah
tesebut untuk dimohonkan haknya. Pada waktu pengecekan di lapangan oleh Tim
Pemeriksa Panitia serta pada saat pengukuran, Kenapa pihak yang merasa memiliki
tanah tersebut tidak melakukan protes Pada saat pihak pemilik tanah sebenarnya akan

mengajukan permohonan hak atas tanah, ternyata tanahnya sudah atas nama orang



lain. Kemudian dia melakukan protes bahwa instansi pertanahan membuat sertipikat
adli tapi palsu yang tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Pembatalan sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan cacat administratif
terkadang memang sulit untuk dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional karena
mendapat tantangan dari pemegang hak atas tanah, hal ini karena pemilik sertipikat
merasa dirugikan. Namun disisi lain ada pihak lain yang juga berkepentingan di atas
tanah tersebut juga merasa dirugikan dengan terbitnya hak atas tanah yang juga
diklaim orang ketiga.

Pembatalan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Boalemo berdasarkan cacat administratif sangat sedikit hal ini karena pembatalan
cacat admnistratif harus melalui penelitian lapangan yang sangat teliti terkait subyek
dan obyek hak atas tanah yang akan dibatalkan.

Peninjuan lokasi seringkali mendapat tantangan dari pemengan sertipikat hak
atas tanah dengan tidak memberikan ruang untuk melakukan pengecekan secara
detail terhadap obyek yang akan dibatalkan. Aparat pemerintah setempat yang
merupakan aparat yang terdekat dengan masyarakat jugatidak berdaya.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah didahului dengan adanya permohonan hak
atas tanah dari pemohon dengan melampirkan alas hak, identitas pemohon, SPT PBB,
serta surat pernyataan penguasaan tanah yang diketahui aparat desa’kelurahan
setempat. Namun karena administrasi pertanahan di desa yang kurang tertib maka
Surat Penguasaan Tanah yang diterbitkan aparat desalkelurahan tidak bisa

sepenuhnya benar.



Pada hakikatnya instansi Kantor Pertanahan tidak berhak menguiji kebenaaran
materil secara mendetail kepemilikan tanah yang masih berstastus tanah desa karena
itu merupakan hak imaterial suatu desa, dimana pihak desa yang mengetahui secara
rinci status tanah, pemilik tanah dan riwayat tanah tersebut.Kantor Pertanahan hanya
dapat menguji suatu lahan tanah yang sudah bersertipikat karena apabila tanah
tersebut sudah memiliki sertipikat, maka secara tidak langsung data/dokumen sudah
terdapat dalam Kantor Pertanahan dan baru diuji kebenarannya dalam bentuk segi
hukum.

4.1.2 Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Putusan Pengadilan Yang Memiliki
Kekuatan Hukum Tetap.

Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan salah satu tindakan hukum
yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional dalam
bidang pertanahan sebagai akibat dari adanya sengketa pertanahan, hal ini disebabkan
karena Sertipikat Hak Atas Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan yang
mutlak, melainkan bersifat kuat, dalam artian bahwa Sertipikat sebagai tanda bukti
kepemilikan mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalam Sertipikat
sepanjang sesuai dengan yang termuat dalam buku tanah dan surat ukur, sehingga
apabila ada pihak yang berkeberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah
tersbeut dapat mnegajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk
dibatalkan atau mengajukan gugatan di Pengadilan yang diuraikan dalam Pasal 125
sampai dengan pasal 133 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Batalnya hak atas tanah

oleh putusan pengadilan.



Pada kasus Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun amar putusannya
menyatakan suatu sertipikat hak atas tanah batal, batal demi hukum atau tidak sah,
namun Sertipikat Hak Atas tanah tersebut tidak serta merta menjadi batal, melainkan
harus dimohonkan pembatalan oleh pihak yang dimenangkan oleh putusan
pengadilan yang diperoleh tersebut, karena tindakan pembatalan Sertipikat Hak Atas
Tanah merupakan tindakan administrasi pejabat organ pemerintah sebagamana
yurisprudens putusan Mahkamah Agung.

Dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah,
maka peraturan perundang-undangan yang merupakan norma hukum positif yang
harus diperhatikan sesuai hirarkinya yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)
Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang sama serta hak untuk mempunyai hak milik yang tidak bisa di
ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan Pasal 33 ayat (3) yang intinya
hak meguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar besar
kemakmuran rakyat. Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang intinya untuk menjamin
kepastian hukum maka diberikan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang
kuat yaitu Sertipikat. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah intinya mengatur tata cara hapusnya hak atas tanah,
sementara Pasal 55 pada intinya mengatur tata cara perubahan data pendaftaran tanah

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



Selain itu terdapat Peraturan Menteri Agrarial Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 tahun 1997tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, dimana dalam Pasal 125 yang intinya mengatur mengenai
perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
berlaku pula Peraturan Menteri Negera AgarialKepala Badan Pertanaan Nasiona
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dimana dalam Pasal 12 yang intinya
mengatur mengenai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
memberi Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah mengenai pemberian hak atas
tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan baik yang terdapat cacat
hukum dalam penerbitannya maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam menganalisis kasus, Penulis merujuk pada ketentuan -ketentuan yang
ada pada PP Nomor 10 Tahun 1961 karena kasus ini terjadi sebelum berlaku PP
nomor 24 tahun 1997 dan diputus setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997, maka
penulis akan membandingkan kedua ketentuan tersebut. Terhadap hal-hal yang tidak
diatur ddam PP Nomor 10 tahun 1961, penulis terfokus dan merujuk pada
kententuanketentuan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 untk lebih menambah
pemahaman mengenani kasus tersebut dilihat dari peraturan perundangundangan
yang berlaku saat ini
4.2 Tata Caradan Mekanisme Dalam Proses Pembatalan Hak Atas Tanah
421 Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum

Administras.



Pelaksanaan pembatalan karena cacat hukum administrasi dilaksanakan baik
karena adanya permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah maupun tanpa adanya
permohonan pembatalan terlebih dahulu :

Peraturan Meteri Negara Agraria/lK epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengel olaan menyebutkan :

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif
daam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang
berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

(2) Permohonan pembatalanhak dapat digjukan atau langsung kepada Menteri
atau Pegjabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

1. Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan
karena permohonan.

Prosedur pembatalan Hak Atas Tanah  akibat adanya cacat hukum
administrasi yang diterbitkan karena permohonan diatur dalam Pasal 108 sampai
dengan 118 Peraturan Meteri Negara AgrariadlKepala Badan Pertanahan Nasiona
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan. Pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengajuan permohonan pembatalan digjukan secaratertulis, dengan memuat :

a. Keterangan mengenai pemohon, baik pemohon perorangan maupun badan

hukum. Keterangan ini disertai fotocopy bukti diri termasuk bukti



kewarganegaraan bagi pemohon perorangan, dan akta pendiriaan
perusahaan serta perubahannya, bila pemohon badan hukum;

Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik
tanah yang sedang disengketakan. Data memuat nomor dan jenis hak,
letak, batas dan luas tanah, jenis penggunaan tanahnya. Keterangan ini
dilengkapi dengan melampirkan fotocopy surat keputusan dan/atau
sertifikat Hak Atas Tanah dan surat-surat lain yang diperlukan untuk
mendukung permohonan pembatalan Hak Atas Tanah ;

Permohonan disampaikan melalui kepala badan pertanahan nasiona
melalui kepala kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak

tanah bersangkutan;

d. Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan kepada pihak ketiga

yang berkepentingan (termohon) periha adanya permohonan pembatalan,

untuk kemudian diminta tanggapannya dalam waktu satu bulan;

e. Selanjutnya, permohonan akan diperiksa dan diteliti subtansinya. Bilamana

f.

diperlukan, kantor pertanahan akan melakukan penelitian berkas/warkah
dan atau rekonstruksi atas obyek hak yang disengketakan. Hasil penelitian
dituangkan dalam berita acara penelitian data fisik dan data yuridis yang
menjadi dasar dalam menjawab permohoan pembatal an;

Jawaban atas permohonan pembatalan ini baik berupa keputusan

pembatalan hak atau penlolakan pembatalan akan disampaikan kepada



pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin
sampainya keputusan kepada yang berhak;
2. Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan
tanpa ada permohonan.

Apabila keputusan pemberian hak dan/atau sertifikat Hak Atas tanah diketahui
mengandung cacat hukum administras sebagai diatur dalam Pasal 106, serta
ditemukan pelanggaran atas kewagjiban pemegang hak sebagaimana diatur dalam
Pasa 103 Peraturan Meteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan, maka tanpa ada permohonan pembatalan, kepala badan
pertanahan nasional dapat mengeluarkan keputusan pembatalan hak tersebut.
Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan tanpa
ada permohonan telah diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Peraturan
Meteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan.

Proses pembatal an adalah sebagai berikut :

a. Terlebih dahulu dilakukan penelitian data fiskk dan data yuridis terhadap
keputusan pemberian Hak Atas Tanah dan/atau pemberian sertifikat Hak Atas

Tanah yang diduga terdapat kecacatan;



. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada kepala kantor wilayah
(kanwil) BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari penelitian data fisik
dan data yuridis dan telaahan/pendapat kantor pertanahan pemeriksa.

Bila mana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah diteliti, dinilai
telah cukup untuk mengambil keputusan, maka kepala kanwil BPN Provinsi
menerbitkan keputusan yang dapat berupa pembatalan atau penolakan
pembatalan. K eputusan yang diambil memuat alasan dan dasar hukumnya.

. Bilamana kewenangan pembatalan terletak kepada kepala BPN, maka kanwil
mengirimkan hasil penelitian beserta hasil telaahan dan pendapat.

Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkantel aahan yang
ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya keputusan
pembatalan hak bilamana dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan,
maka kepala BPN menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan yang

disertai alasanalasannya.

4.2.2 Tata cara pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan Putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pembatalan hak karena putusan pengadilandapat diterbitkan

karena adanya permohonan dari yang berkepentingan, yang kemudian digjukan

langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor

Pertanahanyang hanya untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya

dalam satu Kabupaten/K ota.

Pasal 124 dan 125 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999



Pasal 124

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas
permohonan yang berkepentingan.

(2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunya kekuatan hukum atau
yang padaintinya sama dengan itu.

Pasal 125

(1) Permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digukan langsung
kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor
Pertanahan.

(2) Satu permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
untuk satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu
Kabupaten/K ota.

sebagaimana dimaksud dalam pasa 124 PMNA/KBPNNo. 9 Tahun 1999

syarat untuk mengajukan Permohonan pembatalan hak atas tanah harus dilanpirkan :

a. foto copy identitas;

b.

C.

foto copy surat keputusan/sertipikat;
foto copy akta pendirian badan hukum;
foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama sampa dengan putusan

terakhir;



e. beritaacara eksekusi, apabila perkara perdata atau pidana;
f. atau surat-surat lain yang berkaitan denganpermohonan pembatalan.
Dan juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 PMNA/KBPNNo. 9 Tahun

1999 syarat untuk mengajukan Permohonan pembatalan hak atas tanah harus memuat

1. Keterangan mengenai Pemohon:

a. apabila perseorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya;

b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya:

a. nomor/ jenis hak atas tanah;

b. letak tanah, batasbatas dan luas tanah.

3. Alasan permohonan pembatalan dan buktibukti lain yang mendukung.
Kemudian akan diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana di

jelaskan dalam Pasal 128PMNA/KBPNNo. 9 Tahun 1999 yaitu :

1) Sedanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran
data yuridis dan data fisk permohonan pembatalan hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125PMNA/KBPNNo. 9 Tahun 1999 serta
mencocokkan hak atas tanah dengan amar putusan pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPNNo. 9 Tahun 1999 dengan



data yuridis yang terakhir sebelum diproses lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Apabila berkas dianggap telah lengkap tetapi ternyata terdapat perbedaan

3)

4)

antara data yuridis dan data fisk dengan amar putusan pengadilan, Kepala

Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan tersebut disertai

dengan keterangan mengenai perbedaan dimaksud kepada Menteri.

Setelah menerima berkas permohonan dan keterangan sebagaimana dimaksud

dadam Pasal 128 ayat (2) PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, Menteri

memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:

a. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh terlampir.

b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan
apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan untuk
melengkapinya.

Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik

permohonan sebagaiman dimaksud dalam Pasa 124PMNA/KBPNNo. 9

Tahun 1999 dan memeriksan kelayakan permohonan tersebut dapat atau

tidaknya amar putusan pengadilan dilaksanakan.



BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan.

1. Faktor-faktor pembatalan hak atas tanah yang tergolong karena cacat
administrasi  yaitu kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan
perundangundangan, kesalahan subyek hak, kesalahan objek hak, kesalahan
jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah,
data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat
hukum administrative dan yang tergolong karena putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap yaitu karena adanya faktor sengketa yang
kemudian ada permohonan dari pemohon untuk membawa perkara atas tanah

tersebut ke pengadilan.



2. Proses, mekasnisme, dan tata cara pembatalan hak atas tanah karena cacat
administrasi dapat dilakukan dengan permohonan maupun tanpa adanya
permohonan sedangkan untuk tata cara pembatalan hak atas tanah karena
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat terlaksana
dengan adanya pemohon yang mengajukan ke pengadilan.

5.2 Saran

1. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang
berkaitan dengan kebijakan pengambilan putusan mengenai pembatalan hak
atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan K abupaten/K otamadya.

2. Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat mengena pentingnya
pengetahuan akan prosedur pelayanan pertanahan khususnya tata cara

pembatal an
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